Kejati DKI Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dinas Kebudayaan DKI

Sumber gambar: Antara/ Luthfia Miranda Putri/aa

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka kasus
dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Dinas Kebudayaan (Disbud) Pemprov
DKI Jakarta.

"Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan
tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan
kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang
bersumber dari APBD," kata Kepala Kejati DKI Patris Yusrian Jaya dalam konferensi
pers capaian akhir tahun di Jakarta, Kamis

Tiga orang itu berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-
01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; MFM berdasarkan Surat Penetapan
Tersangka Nomor: TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; dan GAR
berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02
Januari 2025.

Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku
Pelaksana tugas (PIt.) Kabid Pemanfaatan, dan tersangka GAR bersepakat untuk
menggunakan tim EO (event organizer) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang
Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
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Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar
fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan
Pergelaran Seni dan Budaya.

"Kemudian, uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang
dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening
Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan tersangka IHW maupun
MFM," tambah Patris.

Bahwa perbuatan IHW, MFM, dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Rl No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.

Pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal
18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat
(1) KUHP.

Bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka GAR
di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 hari kedepan.

"Sedangkan terhadap tersangka IHW dan MFM saat ini tidak hadir dalam pemeriksaan
saksi yang selanjutnya.akan dilakukan pemanggilan kembali oleh penyidik selaku
tersangka pada minggu depan,"” ujarnya.
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Catatan:

1.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 18 ayat (1)

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. Perampasan Barang Bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana Dimana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang
tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama
dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)
tahun;
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2.

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh
Pemerintah kepada terpidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik korupsi

Pasal 52 ayat (3) huruf i
Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:

I. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan; dan/ atau

Pasal 53 ayat (2)

Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan
pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.

Peraturan Prersiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 Angka 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 1 Angka 4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pasal 1 Angka 19
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Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah
daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/
Lembaga/ Perangkat Daerah.

Pasal 1 Angka 36

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 3 ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.
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